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Semboyan GAMMARA memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk menunjukkan partisipasi dan partisipasinya dalam peluncuran program 

tersebut, karena pada dasarnya GAMMARA sendiri adalah sebuah program 

yang dapat dilaksanakan karena adanya kerjasama dan kerjasama antara 

instansi pemerintah dan masyarakat itu sendiri.  

“Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-
program pemerintah memang menjadi visi dari Jeneponto GAMMARA 
itu sendiri.Bahkan dalam kegitan perencanaan sebuah program untuk 
saat ini kita mendorong keterlibatan masyarakat, karena kita 
membutuhkan partisipasi masyarakat.Melalui sosialisasi kebersihan 
misalnya disini masyarakat benar-benar diarahkan untuk senantiasa 
menjaga kebersihan dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan 
yang sifatnya tidak bisa terurai seperti sampah pelastik. Di beberapa 
desa juga saya lihat melalui inisisasi pemerintah desa masyarakat 
dengan kreativitas yang dimiliki mampu merubah sampah plastik 
menjadi sebuah karya yang memiliki nilai estetika, bekas kemasan air 
minum botolah dirubah menjadi pot bunga, ada juga yang menjadikan 
tempat penanaman bibit, bahkan disekolah-sekolah saya melihat 
sampah plastik tersebut disulap menjadi tas. Nah kreativitas semacam 
itu merupakan bentuk dukungan masyarakat dalam merealisasikan 
tagline Jeneponto GAMMARA.”  

Hasil wawancara dengan bapak h tamrin tokoh masyarakat dapat 

disimpulkan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya 

mendukung program berdasarkan tagline GAMMARA adalah melalui 

kreativitas masyarakat merubah sampah plastik menjadi sesuatu yang 

memiliki nilai estetika.Jika dilihat setiap program yang dibuat seperti 

memberikan angin sejuk, harapan serta janji yang akan diberikan kepada 

masyarakat, mudah jika membuat  suatu perencanaan untuk mencapai 

kemajuan, angan untuk mewujudkan kesejahteraan tapi hal yang paling berat 
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adalah merealiasisasikan satu persatu program yang telah dibuat tersebut, 

karena pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan dari disusunnya berbagai 

program tersebut bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah tapi 

merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Apakah bisa menjalin 

kerja sama yang baik dengan cara menjalankan atau membantu dalam 

program tersebut sehingga apa yang menjadi alasan dibuatnya suatu 

program tersebut bisa dicapai sesuai dengan perencanaan awal. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 
Gammara dalam bahasa bermakna gagah, cantik, indah, bersih, 

bernilai seni dan ramah. Dengan GAMMARA, ini merupakan tagline 

berangkat dari keinginan pemerintah Jeneponto untuk mengubah Kabupaten 

Jeneponto menjadi daerah bersih, ramah, gagah atau cantik. Apalagi 

GAMMARA ini diarahkan untuk mendapatkan piala Adipura selanjutnya, 

dikeluarkannya tagline GAMMARA memang menjurus ke arah lingkungan 

hidup guna untuk mencapai sebuah misi untuk mengubah kabupaten 

Jeneponto yang ramah, dan untuk mendapatkan piala Adipura, tetapi 

perkembangan selanjutnya GAMMARA ini tidak hanya menyangkut masalah 

lingkungan hidup, tetapi tagline ini meliputi atau mencakup semua aspek 

yang menyentuh kepada seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. 

Untuk itu, banyak programprogram dan strategi yang dibuat oleh pemerintah 

untuk mendukung dalam menyukseskan tagline GAMMARA ini. 

Oleh karena itu, Program ini bukan hanya fokus di bidang penataan 

dan kebersihan kota saja, akan tetapi Program yang bertagline GAMMARA 

ini pula meliputi dan mencakup semua aspek, baik di bidang kesehatan, 

bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kebudayaan dan pariwisata dan 

lain-lain. Berbicara tentang respon, ketika Anggota Legislatif melihat Program 
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yang dikeluarkan oleh pemerintah, pasti akan ada banyak argument-argumen 

dari para legislatif sebagai tanggapan dari Program tersebut, namun ketika 

suatu Program memihak kepada rakyat serta menguntungkan rakyat, 

legislatif tidak akan menolak suatu program yang dicetuskan oleh 

pemerintah, selagi hal tersebut bersifat positif serta memiliki nilai manfaat di 

dalam masyarakat, legislatif bahkan mendukung Program tersebut. Program 

yang dibuat oleh kepala daerah pastilah didukung dengan peraturan daerah, 

Program serta tagline tersebut yang memperkenalkan dan mendekatkan 

perda di dalam masyarakat, layaknya peraturan yang dikemas menarik, unik 

dan akrab sehingga peraturan tersebut mudah disesuaikan didalam 

masyarakat.  

Yang perlu kita ketahui sebenarnya Program yang dibuat oleh 

pemerintah tidak boleh bersebrangan atau berlawanan dengan peraturan 

daerah,jadi antara Program dan peraturan daerah memiliki sisi yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung satu sama lainnya. 

Legislatif dalam hal ini tidak hanya memberikan statement mendukung 

Program tersebut atau bahkan menolak, namun juga melihat realisasinya 

didalam masyarakat, apakah sebenarnya Program tersebut sudah benar-

benar telah berjalan dengan baik didalam masyarakat, bagaimana 

masyarakat bisa menerima Program tersebut dan kemudian ikut andil dalam 

mensukseskan jalannya Program pemerintah itu. Eksekutif dalam hal ini 
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kepala daerah tidak serta merta membuat suatu keputusan untuk membuat 

Program tanpa persetujuan dari legislatif (DPRD), namun ketika kita kembali 

ke konsep awal mengenai fungsi dari wakil rakyat itu sendiri, yaitu mewakili 

suara rakyat, mengaspirasikan keinginan dan mengutarakan kebutuhan dari 

rakyat itu sendiri, jadi ketika Program tersebut bertujuan untuk kepentingan 

daerah serta masyarakatnya maka legislatif tidak memiliki alasan untuk tidak 

menyetujui program pemerintah tersebut. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dari hasi 

penelitian tentang impelemntasi Program Jeneponto GAMMARA 

Sebagai City Brand Di Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 

1. Bukan hanya dikalangan di pemerintah saja, tetapi pemerintah 

perlu melibatkan pula di kalangan masyarakat untuk mewujudkan 

“Jeneponto GAMMARA” ini.. 

2. Besar harapannya bahwa Program yang bertegline Jeneponto 

GAMMARA ini dijadikan sebagai momentum pemerintah untuk 

dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan semua masalah yang 

ada di Kabupaten dan mendorong Kabupaten Jeneponto untuk 

tidak lagi dinobatkan sebagai Daerah Tertinggal. 
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